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BUPATI MIMIKA
PROVINS| PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

o

KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, perlu mengatur Perjalanan
Dinas Keluar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten - kabupaten otonom di
Propinsilrian Jaya Baran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 18969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2087),

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1099 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Kelompok Keuangan Daerah dan Dana Operasional Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 2, Noreg Peraturan
Daerah Kabupaten Mimika Nomar 2 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS

KELUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

Daerah adalah Kabupaten Mimika;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Mimika;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mimika.
Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mimika;

Perjalanan Dinas Keluar Daerah adalah uang yang dibayarkan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melakukan perjalanan kedinasan
keluar daerah;



BAB I
TUJUAN

Pasal 2

Perjalanan Dinas Keluar Daerah diberikan untuk menunjang tugas, fungsi dan
wewenang DPRD.

BAB Il
TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

Pasal 3

Perjalanan Dinas Keluar Daerah diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap
kali Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas.

BAB IV
DASAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1) Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Ketua DPRD sama
dengan Perjalanan Dinas Bupati;

(2) Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Wakil-wakil Ketua DPRD
sama dengan Perjalanan Dinas Wakil Bupati;

(3) Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD sama
dengan Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah;



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mimika Nomor
21 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mimika, Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ dan huruf d, dan Lampiran Hak Keuangan
Perjalanan Dinas Ketua DPRD dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupafi
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal, 16 Oktober 2017

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika

Pada tanggal, 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA, '
ttd

AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 20

GOk He.2



| AL YNIBWI |

HS 'NYLOONINYVY
ONIFTYINO SNNILTF

Py
WHIWIN 1LYdNa WMAANH NI

‘it edeiq ueyeunbBbuaw

uebuap nyepaq uedeuibuad efeig

'{£) yniny wojoy uep (9) Weus Wojoy

iensas uedewbuad efelq ueyeunbiadwsaiw
jedep exew ¥ajw|g efelq wejep

ynseuua) yep) vedewbuad efeig ejng

‘Buesyead
yeyd yajo ueyiebibueip yeis) Buek efeig

ueBuap ueymesip / spnpjul ysLIg ekeiq | QddQ eloBBuy QudQ ejobbuy mmnmmmEMmE
exew euesyejad yeyid yajo BunBBuep ymun uey/Busio ymun Leybuelo ,,.__.n_., % u .c_.mmc Q¥dQ ejodbuy
eiq uedeuBuad ymun () ew) wojoy uebeq 00'000°005°2 dy 00°000°0564 L 'dd HOB0g-A0RE F HLUOUONT Sejay
|lensas nyes Buen jedepusw efuey gxda
ejobbuy UBp Quda EMSY IDEA ‘0Xda

eS| Yesse( Jen yaEjung uegeBay smun

Addd eniay |IEAN
‘uen(n} yesaep uep uebuepun;

AYda EMay e Quda emasy auda uep gyda Bmay ynun eI
jeins uebusp ueyipingip sniey ny Lep yiga) UEp OHdO emay [I4BAM UBP OXdO EMSY IMEM UBD Odda | slusig  (podsuel]  sepey | usiedngey
eyl uey 2 ended JenT UEp LEY G [BLISYELY srun ueyBuelo enjay eybueo enjay ynun eybueio | uep  sejjsey)

ended ymun seup veuejebad efuewe

nyepaq | yekep
/00'000°000'F '9Y | /00'000°000'Z dY

100'000°000'9 dy BueA @y ehelg lenssg Jenay
| . o T =
o | ledwz bueyuig ewry buequig T = il
.,..._... . i : i ........ 3 : el £ 4 _W.M_D._ _WE._EWCW._..—.
) X e L T | G  yesoep en) __ssﬁ. mcm_.__,a_ﬁmcmazﬁmz . )
ueBueiziay n E_: NYAYNIONId © :ﬂm_m?_ nyes mﬁmn o Buen _Em:_mz Buen (1M1 ) 1sepodsie | efeig ulelf)

VAIWIN NI 1LVYdNEYY HYHIVA LVAUYE NYTIHNVYMEId NYAM3A YLODONY
< NV NYNIdWId HYHIYA 3vN13M SYNIA NYNYTYre3d )
L10Z 1eqopO 9} 'lebbue)
LL0Z unye] (g JOWoN
ey nedng uesninday uendwen)



